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Ada Anggaran
yang Tidak Jelas

BANGGAI - APBD Perubahan
Kabupaten Banggai 2011 yang telah
ditetapkan beberapa waktu lalu,
berbuntut masalah. Sebab, ada
anggaran belanja tidak langsung
dipindahkan ke anggaran belanja
langsung, tanpa pembahasan lagi di
DPRD. Ada indikasi, anggaran
sebesar Rp3 miliar itu sengaja
dititipkan ke dalam anggaran tidak
langsung agar tidak diutak-atik.

Anggaran titipan itu terungkap
setelah dikaji Plafon Prioritas

Anggaran Sementara (PPAS) yang
ditetapkan menjadi Plafon Prioritas
Anggaran (PPA) untuk diparipurnakan
menjadi APBD Kabupaten Banggai
2011. Dalam PPAS, anggaran itu
masih ada pada belanja tidak
langsung, tetapi PPA dan APBD
Perubahan yang ditetapkan tidak ada
lagi. “Kami merasa disodomi oleh
oknum-oknum tertentu DPRD ini
dengan mengambil kesempatan dan
memanfaatkan kesepakatan fraksi
untuk tidak membahas lagi pada PPA
dan APBD Perubahan Kabupaten
Banggai 2011. Kami menganggap,
semua angka-angka dalam PPAS
tidak berubah lagi, sehingga kami
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B Fraksi ...

___Sambungan dari hal...16
bersepakat tidak
membahasnya lagi,” ungkap

Ketua Fraksi Persada, DPRD
Kabupaten Banggai H
Syarifuddin Husein, SH,
Selasa (4/10) kemarin.

.Kesepakatan fraksi itu,
ternyata dimanfaatkan oknum-
oknum tertentu untuk
mengubah anggaran belanja
tidak langsung untuk di-
masukan ke dalam belanja
langsung.’

Ketentuannya, apabila ada
perubahan angka dalam PPAS
harus dibahas dan dikaji oleh
pimpinan dewan dengan
iirelibatkan para pimpinan
fraksi dan komisi yang ada.
iunyataannya pemindahan
" anggaran dilakukan melalui
mekanisme illegal dan tidak
prosedural.

Dikatakan, pihaknya mem-
+

pertanyakan ketentuan pe-
tindahan anggaran tidak
langsung yang dimasukan ke

dalam anggaran langsung.

Apalagi, dalam anggaran tidak
langsung, item programnya
adalah alokasi dana untuk
pembayaran gaji

Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kemudian, anggaran yang
dipindahkan ke anggaran
langsung itu, sangat besar
nilainya dengan membiayai 30
program.

Anggota Legislatif dari
Partai PPRN Kabupaten
Banggai itu, mengakui,

pihaknya salah satu fraksi

yang menyetujui PPA dan
APBD Perubahan tidak perlu
dibahas lagi. Ini dilakukan,
selain meminimalkan waktu

yang ada, Fraksi Persada dan

fraksi lain menganggap angka-
angka yang ada di PPAS tidak
mengalami perubahan. “Jadi
kami kecolongan dan
diperdaya oleh oknum-oknum
tertentu di lembaga ini. Dan
bukan hanya Fraksi Persada
yang diperdaya, fraksi lain
juga disodomi oleh oknum-
oknum melalui makanisme il-

legal. Makanya, kami masih
menunggu bagaimana do-
kumen APBD Perubahan
Kabupaten Banggai 2011,
untuk dilihat kebenarannya,”
katanya.

Ditanya soal siapa oknum-
oknum yang telah mengubah
dan memindahkan anggaran
itu, Syarifuddin belum
mengungkapkan identitasnya.
Tetapi, . pihaknya telah
mengetahui  oknum itu,
sehingga masalah ini dijadikan
pengalaman ke depan dalam
pembahasan APBD Ka-
bupaten Banggai 2012 dan
seterusnya. “Semua anggaran
harus dibahas dan ditetapkan
sesuai mekanisme yang ada,”
tandasnya.

Syarifuddin juga me-
ngungkapkan, adanya pos
anggaran DPRD sebesar Rp2
miliar yang tidak ' jelas
peruntukannya. “Sesuai
ketentuan, pos yang ada di
DPRD hanya pos Sekretariat
DPRD, termasuk gaji anggota
dewan,” tandasnya.(rd)










